PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln.Seokarno - Hatta Telp / Fax. (0383) 41092
LEWOLEBA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
‘ KABUPATEN LEMBATA
NOMOR ! DPPO. AL [V/2016

@ TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
JENIS KELOMPOK BERMAIN (KOBER) AL-FITRAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bBahwa Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis
Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya
Pembinaan yang di tujukan kepada anak usia 2 sampai 6
tahun dengan prioritas 3-4 tahun, vyang dilakukan

lembaga Pendidikan Formal (TK) dan Non Formal

(KOBER), dan dalam rangka mendukung pemerataan,

mpe:mnmaksesdanmumwm Pendidikan Anak Usia

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b diatas, maka periu ditetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga tentang Jjin Operasional Lembaga Penyelenggara

= Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal jenis
Kelompok Bermain (KOBER);

Mengingat : 1. Undang-Undang ~Nomor 52 Tahun 1999 tentang

] Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara

; Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901)
sebagaimana telah dirubah dengan Undang -~ Undang
Nomor 12 Tahun 2000 ( Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemeérintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Républik Indoneaia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeloiaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010° Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);




Memperhatikan:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

13,
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16,
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18.

19,

L

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 teniang
Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Nomor
081 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
pada Kelompok Bermain (KOBER) dan Tempat Penitipan
Anak (TPA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Akademik dan kompetensi Guru;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasi Nomor 63 Tahun

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Seri E Nomor
3) sebagaimana telah diubah dengan Perturan Daerah
Kabupaten Lembata Nomor { Tahun 2009 tentang
bahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Lembata
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun

Seri D Nomar 2};

Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan

Pemnuda dan Olahraga Kecamatan Nubatukan, Nomor

186/837/11/IV/PPON/2016  tentang Permohonan

Pembetian ljin Operasional PAUD Al-Fitrah.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain
3 Pendidil

Bermain(KB) AL-FITRAH Kelurahan Lewoleba  Timur
tesrhitung mulai tanggal 17 Juni 2016 s.d 17 Juni 2021 ;

fasilitas dan kelengkapan Yyang menjadi
Pendidikan Anak

syarat/kelancaran berdirinya lembaga
Usia Dini (PAUD) AL-FITRAH Kelurahan Lewoleba Timur
Kecamatan Nubatukan menjadi tanggungjawaly yayasan,

pengelola/penyelenggara sekolah,
pendidik;

termasuk guru/tcnaga /



KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

: Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kurikulum

yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang
berlaku;

Yayasan atau badan pendiri/penyelenggara sekolah
berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai
perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lembata;

Apabila Keputusan pada Diktum Kedua, Ketiga dan
Keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata dapat
mencabut kembali keputusan ini;

Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan,
dengan ketentuan ségala sesuatu akan ditinjau kembali
jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan scbagaimana
mestinya;

2016




